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ABSTRAK

Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian terhadap
tindak pidana lalu lintas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang—llndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak
pidana lalu lintas adalah masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Pelaku

yang menabrak akan memberikan ganti rugi kepada korban baik materiil ataupun
biaya pengobatan.
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BAB 1V

PENUTUP

A Kesimpulan
Berdasarkan pada penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapa

ditarik kesimpulan antara lain adalah

|. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian
terhadap tindak pidana lalu lintas adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 Tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan yang terakhir Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan diskresi penyidik terhadap
tindak pidana lalu lintas adalah masing-masing pihak dapat mengetahui

posisinya. Pelaku yang menabrak akan memberikan ganti rugi kepada

korban baik materiil ataupun biaya pengobatan.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi, maka penulis sampaikan beberapa saran

antara lain adalah sebagai berikut :

I Diperlukan adanya peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi

sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan
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perarti merupakan diskresi yang melawan hukum. Selain

pelaksﬂﬂﬂf‘“ diskesi benar-benar sesuai harapan, maka baik

ud ..15;-;'
olch pelaky

(subj ek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi harus saling bersinergi

supaya dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik. dan

pertanggung jawab sehingga berdampak pada terwujudnya pemerintahan
yang baik.

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan
efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidama. Sekalipun kewenangan diskresi
yang dimiliki Polisi begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan
tersebut Polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam
batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pimpinan polri diharapkan
selalu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas polisi di

lapangan.
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